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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam 

penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat adiktif dan 

psikotropika). Peredaran narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. 

Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi 

penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Pada awal tahun 2000 menurut data dari United Nation Office On Drugs and

Crime (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah

menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-

orang telah menyalahgunakan narkoba semakin meningkat, maka data 200 juta kini 

tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator 

maraknya peredaran dan produsen gelap narkoba sering terbongkar dengan jumlah 

uang yang sangat mencengangkan. i

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan 

berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait- 

mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakaratan. Rumitnya 

penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat

Handbook BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2007, hal
18.

1
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di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di

bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera
2

menangani, dan membenahi masalah tersebut.

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak 

pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki 

segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya 

manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin

meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai

titik yang mengkawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah

Narkoba masih belum popular dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai

negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa 

pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengeksport narkoba terbesar

di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang 

sudah menungkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan 

Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.3

2 Makalah,J „ , u Pokok-Potek Pemikiran Tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Akibat Perjudian
dan Penyalahgunaan Narkoba, Bnjyen Pol. Drs. Muji Waluyo, SH, MM, Disampaikan dalam Forum 
Dialog Interaktif Jaringan Jurnalis Televisi (JJTV) di Palembang, Rabu, 13 Februari 2008 

H. Hadiman, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Badan Keri 
Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999, hal 1. J

, hal 1. 
asama Sosial
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Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri, sekaligus anggota 

Association Of South East Asian Nations (ASEAN) telah menunjukkan pula aktivitas 

dan langkah-langkah konkrit dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, juga 

pada tingkat internasional. Hal ini terbukti, Indonesia telah menjadi anggota Komisi 

Narkotika Persekutuan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1946 dan merupakan salah satu 

Negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang mengesahkan Protokol 

Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961, dan Konvensi Wina 1988.4

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya 

perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah 

dijadikan sebagai tempat produksi. Walaupun para penegak hukum pelbagai pihak 

terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya 

pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar 

maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis ini merebak dengan pesat.

Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan

berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta diantaranya adalah pelajar.

Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah 

dan kampus sangatlah mendesak.5

Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik bahkan 

penyakit mematikan, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika.

4 Romli Atmasasmita, Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hal 7. *

5 Harian Kompas, Psikotropika 1,1 Juta Pelajar Korban Narkoba, tanggal 14 Maret 2008.
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Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat 

seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran 

atau prostitusi, dan lain-lain. Lebih menyedihkan bahwa penyakit masyarakat ini, 

indikasi yang cukup banyak jatuhnya korban adalah di kalangan ABG atau anak baru 

gede, bahkan diantaranya terdapat beberapa anak sekolah dasar. Suatu perbuatan 

kejahatan di luar batas toleransi yang dilakukan oleh jaringan pengedar narkotika, 

bahkan barangkali pengedar bertaraf internasional yang terorganisasi dengan 

sempurna. Tindak kejahatan ini bila tidak ditanggulangi secara bersama-sama 

(pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban berjatuhan, terutama 

generasi muda yang akan tumbuh.6

Perkembangan tindak pidana transnasional ini, secara teratur dan

berkesinambungan diikuti pula oleh langkah-langkah penanggulangan melalui

pelbagai konvensi internasional tentang narkotika, sejak Konvensi The Hague, 1912,

atau The Hague Convention, 1912 sampai dengan konvensi terakhir tentang

pemberantasan tindak pidana narkotika transnasional yaitu, The Convention Against 

Ulicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1988 atau Konvensi

Wina 1988.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika transnasional 

melalui konvensi-konvensi internasional tersebut di atas telah didukung pembentukan

Jakarta, 2003,“2 5^™’ SUhaSri'’ ^ AS’ Tindak Pidana -ketika, Ghalia Indonesia,
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organisasi internasional di bawah lingkup kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain 

Dewan Ekonomi-Sosial dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk semua jenis 

aktivitas di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, telah dibentuk juga tiga organisasi 

internasional lain yang bertugas khusus mengenai narkotika.

Ketiga organisasi ini yaitu, Commission on Narcotic Drugs atau Komisi 

Narkotika, dibentuk pada bulan Februari 1946, dan bertugas memberikan nasihat dan

rekomendasi dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan

dengan narkotika; The International Narcotic Control Board (INCB) atau Badan

Pengawas Narkotika Internasional yang dibentuk bulan Maret 1968, bertugas

melakukan pengawasan secara operasional perdagangan atau impor/ekspor narkotika;

The United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) atau Dana 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika, yang 

dibentuk pada tahun 1971, bertugas sebagai penyusun anggaran bagi kepentingan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.7

Tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan narkotika di Indonesia 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56.

Pasal 55 :

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

7 Ibid, hal 6.
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Ke-I Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut 

serta melakukan perbuatan

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas lex 

specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada 

undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang 

bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus

yang

yang
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mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam 

undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai 

ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, 

di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak 

mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 

mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan 

sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan 

pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Tindak Pidana Narkotika memerlukan penanggulangan secara khusus, maka

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan

ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol

yang mengubahnya.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic 

Drugs 1961) yang ditetapkan di New York dalam pasal 1 dimuat definisi untuk 

keperluan konvensi itu antara lain tentang : Cannabis (ganja), Cannabis plant 

(tanaman ganja), Cannabis resin (biji ganja), Coca bush (tanaman koka), Coca leaf 

(daun koka), Medical Opium (opium obat), Opium, Opium poppy (tanaman papaver), 

Poppy straw (jerami tanaman papaver).8

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 38.
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Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

Nasional. Namun, dirasakan tidak menyentuh persoalan karena tidak memadai lagi 

untuk menghadang perkembangan peredaran narkotika.

Timbulnya Undang-Undang narkotika berasal dari kesadaran akan bahaya 

penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak fisik, psikis, mental generasi bangsa 

dan Undang-Undang tentang narkoba yang telah ada belum dapat menjangkau para 

pemakai, pengedar narkotika. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika diharapkan dapat

memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar

pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan 

kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain tampaknya 

masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas.9

Dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan peredaran narkotika, 

pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang

Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83

9 Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Op.cit, hal 7.
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Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Mencermati langkah yang diambil oleh 

pemerintah, memperlihatkan keseriusan dalam memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya.

Sumatera Selatan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) menempatkan

provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi peringkat tiga tertinggi dalam masalah

narkoba secara nasional. Peringkat pertama DKI Jakarta, peringkat kedua Sumatera 

Utara dan Sumatera Selatan ada pada urutan ketiga.10

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pada bidang narkoba di 

Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti 

data yang diperoleh dari Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan berikut ini:

WWW.SUmeks.CO,iri tanggal

•SSi
„ u '° Sumsel Pr°P'nsi peringkat 3 peredaran narkoba nasional 

13 Februari 2008 *

‘ p V* /m
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Data Pelaku Narkoba Tahun 2006

Bulan
JlhDaerahNo.

Okt Nov DesScpMei JulJun AugFeb Mar AprJan

15«15 14 2017 87 23 13DIT NARKOBA POLDA SUMSEL 5 13 5 181

53511POLTABES PALEMBANG 27 102

2IPOLRES OGAN IUR 13

POLRES OKI 2 6 264 1 1 1 3 7 1 4

5 POLRES LAHAT 2 2 3 6 1 2 2 1 1 3 23

POLRES MUSI BANYUASIN6 1 3 2 3 3 3 3 l 6 25

7 POLRES LUBUK LINGGAU 5 4 5 10 10 54 6 3 3 1 56

8 POLRES OKU 3 3 I 1 6 3 2 7 3 29

9 POLRES OKU SELATAN 2 1 3

POLRES OKU TIMUR10 3 3 2 2 1 2 1 14

11 POLRES BANYUASIN 4 1 7 6 4 2 4 1 2 1 31

12 POLRES MUARA ENIM 5 2 I 2 3 I I 4 I 20

13 POLRES PAGAR ALAM 2 2 3 7

14 POLRES MUSI RAWAS 1 1 1 1 4

15 POLRES PRABUMUUH 3 6
4 13

Jumlah 22 34 31 67 59 51 35 31 29 27 31 50 464

Sumber: Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
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Data Pelaku Narkoba Tahun 2007

Bulan JlhDaerahNo.
DesNovOktScpAugJun JulMeiAprMarJan Feb

16816217912151320722179DtT NARKOBA POLDA SUMSEL1

192164611213616477II9 8POLTABES PALEMBANG2

3475333324POLRES OGAN IUR3

5262186238637POLRES OKI4

324855 13 132POLRES LAHAT5

5613 192 44959POLRES MUSI BANYUASIN6

539613 76 84POLRES LUBUK LINGGAU7

233142451POLRES OKU8

3083334 1POLRES OKU SELATAN9

112l62POLRES OKU TIMUR10

7 382 1 106 2 4POLRES BANYUASIN 6II
«.

252 42 3 I 2 4 4POLRES MUARA ENIM 2 I12

2 6 22POLRES PAGAR ALAM 6 1 1613

POLRES MUSI RAWAS 3 1I I 514 11

■ 15 POLRES PRABUMUUH 2 1 1 9 1 2 21 2 6 26
S

■ 16 DIT POL AIR 1 I
■

I Jumlah 32 66 73 49 56 27 56 88 60 38 136 67 774

Sumber : Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat jumlah pelaku tindak pidana narkotika 

dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba) kecenderungan bertambah setiap tahunnya. 

Pada tahun 2006, jumlah pelaku tindak pidana tersebut sebanyak 464 orang kemudian 

pada tahun 2007 sebanyak 774 orang. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, jumlah 

pelaku bertambah sebanyak 310 orang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengapa 

tindak pidana narkotika semakin tinggi setiap tahunnya? Sementara pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang 

termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, serta membentuk Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota melalui 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih dalam tentang PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI

TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI SUMATERA

SELATAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dicari jawabannya dari uraian di atas adalah :

a. Apa yang menjadi penyebab semakin banyaknya peredaran narkotika di

Sumatera Selatan?

b. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkotika yang telah dilakukan 

oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan?

c. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Provinsi dalam rangka 

pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Selatan?
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C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan dari peredaran narkotika, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada peranan Badan Narkotika propinsi 

terhadap pemberantasan peredaran narkotika yang diatur berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tujuan PenelitianD.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab semakin maraknya peredaran narkotika di

Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Badan 

Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberantas peredaran

narkotika di Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika 

Provinsi dalam rangka memberantas peredaran narkotika di Sumatera Selatan.
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Manfaat PenelitianE.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta 

pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana 

narkotika serta lembaga yang terkait lainnya, seperti peranan Badan

Narkotika Provinsi dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika di

Sumatera Selatan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum,

khususnya Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat

pada umumnya dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dan

peredaran narkotika yang teijadi di Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-data yang 

akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

sosiologis empiris yang didukung oleh penelitian normatif. Penelitian 

sosiologis empiris dengan menggunakan data dari lapangan terkait peranan
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Badan Narkotika Provinsi terhadap pemberantasan peredaran narkotika di 

Sumatera Selatan. Penelitian normatif dilakukan dengan menelusuri bahan- 

bahan pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan Badan 

Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada 

data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara terstruktur 

kepada Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisan Daerah 

Sumatera Selatan dan Kepolisian Kota Besar Palembang. Wawancara 

tersturktur yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau 

catatan yang berisikan butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal

yang akan ditanyakan dalam wawancara langsung.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dokumen. Studi

kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang 

sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.11 Data sekunder dalam 

penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang mencakup :12

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari : 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

11 Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Diktat Materi Pokok Pendidikan 
dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 
229.

12 Soeijono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SinckaL
Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 52. J g ^
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Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedi.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria 

dan pertimbangan tertentu atau mereka yang mewakili, sehingga apa yang 

menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini 

dapat tercapai.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan : 1 orang.

2. Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Selatan : 1

orang

3. Satuan/Unit Reserse Narkotika Kepolisian Kota Besar Palembang : 1 

orang
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi 

lapangan yang didapat dari sumber data primer berdasarkan penelitian

langsung dengan cara wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan pada : Kantor Badan Narkotika Provinsi

Sumatera Selatan, Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kantor

Kepolisian Kota Besar Palembang.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisis data yang diperoleh 

kedalam bentuk uraian, kemudian menyajikan data kedalam bentuk 

kesimpulan yang bersifat kualitatif.
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